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CATATAN :   -   Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 Juli 2026; 

-    Lampiran 57 lembar. 

  

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban 

berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; 

 

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 

Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; 

Permenpan Nomor 15 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU 

Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permenpan Nomor 29 Tahun 2022 

sebagaimana telah diubah dengan Permenpan Nomor 4 Tahun 2023; 

Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU 

Nomor 127 Tahun 2022; 

 

- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Mojokerto sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. Standar Pelayanan di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU meliputi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Pemutakhiran Data Partai Politik secara 

berkelanjutan melalui SIPOL; Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; Kerja Sama; Sosialisasi Pendidikan Pemilih; dan Pengaduan 

Masyarakat. 


